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LAMPIRAN

Lampiran 1

BV VRS
&

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1 P/PAP/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran
Administratif Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung, pada tingkat
pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:
1. Hj. EVA DWIANA, S.E., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Nomor 74, Lk. II,
RT. 010, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang
Pusat, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta,
2. Drs.DEDDY AMARULLAH, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Gg. Jarum, Lk. Il
RT. 002 Kelurahan Bumi Jaya, Kecamatan Bumi Waras,
Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pensiunan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Erna Ratnaningsih, S.H.,
L.L.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Tim Advokasi Eva-Deddy, beralamat di Jalan
Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021;
Pemohon;
Lawan
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,
tempat kedudukan di Jalan Pulau Sebesi Nomor 90,
Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fransiskus Handrajadi, S.H.,
M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Law Office DRN & Partners, beralamat di Jalan
Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Kota Bandar
Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
058/PY.02.1-SU/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 18 Januari 2021;
Termohon;

Halaman 1 dari 103 halaman. Putusan Nomor 1 P/PAP/2021

Disciaimer
Kepanteraan Mankamah Agung Repubilk Indonesia berusaha untuk selaly mencantumkan informasi paling ki dan akurat sebagal bentuk Komitmen Agung untuk bk dan

pelaksanaan fungsi peraditan. Namun dalam hal-hal tertent masih dimungkinkan leriad permasalahan tekris terkait dengan akurasi dan keterkinian Informasi yang kamy sapkan, nal mana akan ferus kami porbaiki dar wakh kowak
Datam hat Anda menemukan inakuras) informasi yang tem et pada situs in atau informasi yang seharusnys ada, namun behu lersedia. maka harap segera hubungi Kepantersan Mahkamah Agung RI melalui
Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.td  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Lampiran 2

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

PUTUSAN

NOMOR: 02/Reg/L/TSM-PW /08.00/XI1/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang

: a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

telah menerima penyampaian laporan  pelanggaran
administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : YOPI HENDRO, S.H, M.H

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat : J1. Karya Bakti S. Harapan LK. Il RT/RW

010/000 Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa

Kota bandar Lampung
Nomor Telp/HP : 0812.7226.3456
Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020 telah
diterima dan diperbaiki laporan tertanggal 17 Desember
2020 memberikan kuasa khusus tertanggal 09 Desember
2020 oleh kuasa hukumnya Ahmad Handoko, S.H., M.H,
Yeni Wahyuni, S.H., M.H, Poppy Iriani, S.H., M.H, Novia
Anggraini Lt, S.H.,M.H, R. Ananto Pratomo, S.H, Herwanto,
S.H.,M.H, Tomi Samanta, S.H., Zainal Rachman, S.H.,M.H,
Rezki Wirmandi, S.H, Dina Adhareni, S.H.,M.H, Gunawan,
S.H.,M.H.,Cil, Hendra Wijaya, S.H.,M.H Adalah Para Advokat
Dan Konsultan Hukum Pada Tim Advokasi Yutuber Yang
Beralamat Di Jalan Sultan Agung No.17b - Labuhan Ratu
Bandar Lampung Dan tambahan Kuasa Khusus tertanggal

Halaman
1 dari 240
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